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BAB 5 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap identifikasi masalah penelitian yang 

telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

a. Pengaturan Pemberian Opini Hukum Kontrak memang tidak tersurat dalam UU 

Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi namun tersirat dalam Pasal 42 ayat 

1 UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga dapat dinyatakan 

bahwa pengaturan syarat pemberian opini hukum kontrak telah sinkron antara 

Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Perubahannya serta Permen PUPR 

Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 dengan UU Nomor 2 Tahun 2017. 

Meskipun demikian dalam pemberian opini hukum kontrak, Tim Opini Hukum 

Kontrak belum sepenuhnya berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2017. Hal ini 

terlihat dari inkonsitensi dalam pemberian opini hukum kontrak khususnya 

mengenai syarat minimum yang harus dipenuhi dalam kontrak konstruksi. 

b. Pemberian Opini Hukum Kontrak Konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR 

yang merupakan salah satu kegiatan penyelenggaraan jasa konstruksi belum 

sepenuhnya mencerminkan ketertiban/kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, asas,  prinsip dan teori hukum serta kepastian hukum sebagaimana 

diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut perlu 
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dilakukan reposisi mengenai subjek, tugas dan posisi pemberi opini hukum 

kontrak, serta masa/ waktu pemberian opini hukum kontrak. Kondisi tersebut 

dapat terlihat dari: 

1) Subjek pemberi opini hukum kontrak: 

a) Pemberian Opini Hukum Kontrak oleh Tim Opini Hukum Kontrak di 

lingkungan Kementerian PUPR sebagaimana diatur dalam Permen PUPR  

Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 Tahun 2015 tidak sesuai dengan Teori Hierarki 

Peraturan Perundang-Undangan, di mana pemberian opini hukum kontrak 

seharusnya dilakukan oleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana diatur 

dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bukan oleh Tim Opini Hukum 

Kontrak. Selain itu Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 tidak dapat 

dikategorikan sebagai lex specialis atau peraturan yang bersifat khusus 

dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan asas lex specialis derogat 

legi generalis. 

b) Tim Opini Hukum Kontrak yang diisi dari jabatan struktural pada unit 

yang memiliki tugas pada bidang hukum, kontrak dan teknis pengadaan 

belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi keahlian individu pada 

bidang hukum kontrak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres                        

No 54 Tahun 2010 dan/atau pernyataan LKPP karena sulit mengukur 

keahlian tersebut bila diisi berdasarkan jabatan struktural. 

c) Berdasarkan penafsiran gramatikal dengan didukung penyataan LKPP dan 

merujuk pada Perpres Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Ahli Hukum Kontrak dapat 
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dirumuskan sebagai orang yang menguasai atau mahir dalam ilmu hukum 

kontrak (baik kontrak baku dan non baku), mampu menganalisis 

permasalahan kontrak, berpengalaman dalam bidang hukum kontrak 

dalam kurun waktu tertentu secara intensif, didukung dengan publikasi 

dan menguasai teknis pengadaan serta berpendidikan minimal magister 

terapan/ magister atau pendidikan profesi dan spesialis sesuai bidangnya. 

 

2) Posisi Pemberi Opini Hukum Kontrak: 

 Posisi dari Ahli Hukum Kontrak/ Tim Opini Hukum Kontrak tidak dijelaskan 

secara jelas pada peraturan baik Perpres Nomor 54 Tahun 2010 maupun 

Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015. Bila dilihat dari Pasal 7 ayat 2 

Permen PUPR Nomor 31 /PRT/ M/ 2015 posisi Ahli Hukum Kontrak/ Tim 

Opini Hukum Kontrak berada pada posisi pengguna jasa/ pemberi kerja 

karena dibentuk oleh K/L/D/I. Hal ini pun diperkuat dari pernyataan LKPP 

bahwa keterlibatan ahli hukum kontrak adalah dari penyusunan rancangan 

kontrak sampai dengan penandatanganan kontrak.  

3) Masa/waktu pemberian Opini Hukum Kontrak: 

 Masa/ waktu pemberian Opini Hukum Kontrak pada saat akan 

ditandatanganinya kontrak baku dan telah tersusunnya draft kontrak dinilai 

kurang tepat. Hal ini dikarenakan pemberian opini hukum dengan cara 

memberikan saran perubahan pada draft kontrak pada saat akan 

ditandatangani akan bersinggungan dengan asas freedom to enter, asas 

contemporaneous  dan doktrin undue influence. Pemberian opini yang tepat 
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adalah ketika penyusunan kontrak baku sampai pada saat penandatangan 

kontrak sehingga sesuai dengan amanat dari pernyataan LKPP. 

4) Tugas pemberi Opini Hukum Kontrak: 

a) Tugas Tim Opini Hukum Kontrak untuk meneliti dan memberikan 

pendapat hukum terhadap bentuk kontrak, syarat-syarat umum kontrak 

dan syarat-syarat khusus kontrak dengan memberikan saran perubahan 

draft kontrak pada saat proses pelelangan dan tanpa didahului proses 

addendum dokumen pemilihan termasuk draft kontrak di dalamnya dinilai 

kurang tepat. Hal ini dikarenakan : 

(1) Perubahan draft kontrak tersebut tidak sesuai dengan asas freedom to 

enter di mana sesuai asas ini peserta lelang telah memutuskan untuk 

membuat kontrak dan memilih dengan siapa akan membuat perjanjian 

karena telah menerima syarat yang terdapat dalam dokumen pemilihan 

termasuk draft kontrak. 

(2) Perubahan draft kontrak tidak sesuai pula dengan asas 

contemporaneous karena berdasarkan asas ini syarat-syarat suatu 

kontrak yang akan ditutup wajib diberitahukan oleh pihak yang 

menawarkan sebelum kontrak tersebut ditutup oleh penerima tawaran 

dengan memberikan waktu yang cukup yaitu bila dalam proses 

pengadaan jasa konstruksi maka sebelum pemasukan dokumen 

penawaran wajib diberitahukan.  

(3) Selain itu ketika peserta lelang berkebaratan dan tidak ada pilihan lain 

untuk menerima perubahan klausul khususnya berkaitkan dengan 
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subtansi kontrak maka hal ini dapat dikategorikan sebagai adanya 

kondisi undue influence (pengaruh tidak pantas) sehingga berakibat 

kontrak dapat dibatalkan. 

(4) Penelitian yang dilakukan oleh Tim Opini Hukum Kontrak seharusnya 

tidak sebatas meneliti surat perjanjian, syarat-syarat umum dan khusus 

kontrak melainkan termasuk pula dokumen lain yang merupakan 

bagian dari kontrak sesuai dengan pengertian kontrak pada Permen PU 

Nomor 7/ PRT/ M/ 2011 dan Peraturan Perubahannya. 

b) Berdasarkan butir (1) sampai dengan (4) maka tugas pemberi opini hukum 

kontrak selain memberikan opini hukum pada saat penyusunan kontrak 

baku, pemberi opini hukum mengidentifikasi masalah dan 

menyempurnakan format standar draft kontrak dan dokumen kontrak yang 

akan digunakan PPK sebelum pelelangan serta memberikan opini terhadap 

draft kontrak dokumen kontrak pada saat akan ditandatangani tanpa 

memberikan saran perubahan pada draft kontrak. 

 

2. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam penelitian tesis ini dapat 

disampaikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Perlu adanya pengaturan yang memberikan kepastian hukum mengenai pemberian 

opini hukum kontrak khususnya menyangkut mengenai subjek, tugas dan posisi 

pemberi opini hukum kontrak dan masa/waktu pemberian opini hukum kontrak 

agar terciptanya ketertiban terhadap peraturan dan asas-asas serta teori hukum. 
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b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; 

1) sebagai institusi yang telah menerapkan pemberian opini hukum kontrak 

untuk paket pekerjaan di atas Rp 100 milyar harus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, asas, prinsip dan teori hukum di dalam memberikan 

opini hukum terhadap kontrak konstruksi agar terciptanya ketertiban dalam 

penyelenggaraan jasa konstruksi.  

2) perlu secepatnya merevisi kontrak baku untuk digunakan dalam kontrak 

konstruksi mengingat kontrak baku yang sekarang ada belum memenuhi 

syarat minimal klausul kontrak konstruksi yang disyaratkan dalam UU Nomor 

2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. 
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